
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR I2 TAHUN 2OO7 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN

PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Koordinasi yang tertLrang dalam Berita Acara

mengenai Perubahan Beberapa Ketentuan Penghitungan Bagian Perolehan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di KabLrpaten Kcdiri Tahr-rn Anggaran

2008, tanggal 2l Oktober 2008 Nomor 143112201418.59/2008, perlu merubah

Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian

Perolehan Pajak Daerah dan Retribr"rsi Daerah serta Perrgelolaan Alokasi Dana Desa :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksr-rd dalam huruf a perlr-r

menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Br.rpati

Kediri Nomor l2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pa.jak Dacrah

dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribLrsi

Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahirn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah ciiuhah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negerra RepLrblik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

Indorresia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yane

Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolLrsi dan Nepotisrne (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne-qara RcpLrhlik

Indonesia Nomor 3851) ;
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4. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang KeLran-{an Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentans Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4533);

6. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) I

7. Undang-Undang Nomor l5 TahLrn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 4400)

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana beberapa kali diLrbah tcrakhir

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Ne-{ara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepLrblik Indoncsia Nornor'

4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepLrblik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RcpLrblik

Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200[ tentang Pajak Dacrah (Lenttraran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ll8, Tambahan Lembaran Ncgala

Republik Indonesia Nomor 4138) ;

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ll9, Tambahan Lembaran Ne-sara

Republik Indonesia Nomor 4139) ,

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200-5 tcntang Dana PerirntlrngLrn

(Lembaran Negara Republik Indonesia TahLrn 200-5 Nomor 131, Tanrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l:10.

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 TahLrn 2005 tentang Desa ( Lernbaran Ncgalir

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepLrblik

Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesil

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repurhlik Irtdoncsia Non.tor'

4737) :

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasun

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mentt-'t'i

Dalanr Negeri Nomor 59 TahLrn 2007 :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l6 TahLrn 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l7 Tahun 2006 tentans l-cnrbaran Daclah

dan Berita Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentan.s Pedoman

Administrasi Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I5 Tahun 2000 tentang Susunatt

Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembitran

Daerah KabLrpaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20lD Seri D) sebagairnana telalt

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahr-rn 2001

(Lembaran Daerah Kabr"rpaten Kediri Tahun 2002 Nomor I Scri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sust-tttittt

Orgarrisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lcmbaran Dacrali Kabupatcn

Kediri Tahun 2000 Nomor 22lD Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l8 Tahurn 2000 tentang Susunart

Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabr-rpaten

Kediri Tahun 2000 Nomor 23lD Seri D)
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l9 Tahun 2000 tentang SLrsur.urn

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2000 Nomor 24lD Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 TahLrn 2006 tentang Surnbcr'

Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahr.rn 2006 Norror'6 Sclr

E Tambahan Lembaran Daerah KabLrpaten Kediri Nomor l8 Seri E ) ;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2OO1 TENTANG PENGET-OLAAN

BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEIIT'A

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor l2 Tahun 2007 tcntang

Pengelolaan Bagian Pelolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengeloluan

Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

L Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbLrnyi sebagai berikLrt :

e. l). Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksLrd dalanr Pasal 2 ay;.rt

(3) huruf b angka l),2),5), 7), 9) dibagi dcngan ketentuan :

- 25 o/o (dua pLrluh lima persen) dibagi rata-rata per Desa ;

- 25 7o (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan jumlah pendLrdLrk ;

- 50 Vo (lima puluh persen) dibagi berdasarkan tempat dimana obyek

retribusi.

2). Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksLrd dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf b angka 6), 8) dibagi dengan ketentuan :

- 40 Vo (empatpuluh persen) dibagi rata-rata per Desa ;

- 40 Vo (empat pulLrh persen) dibagi berdasarkan jLrmlah pencludr-rk :

- 20 Vo (dua pulLrh persen) dibagi berclasarkan tempat clinrana obl'ck

retribr.rsi.

26
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2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) hurLrf b diubah, sehingga berbLrnyi sebagai berikut :

b. l). Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b. c, e.l)., dan f dibagi dengan ketentuan :

0,25 Nz

Xtz = +

343

0,2-5 N2 P1 0,50 N2 Ql

2). Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e.2). dibagi dengan ketentuan :

0,40 N2

Xrz = +

343

0,40 Nr Pl 0,20 Nr Qr

P

Keterangan :

Xr:

aP

a

Nz

besarnya bantuan Pemerintah KahLrpaten Kcdiri kepada n.r;.rsing-rnasinL

Desa dari Bagian Perolehan Pajak Dlcrah dan RctribLrsi Dacr'.rlr

berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksLrd pada ayat (2) hLrrLrl' b. c. e.

dan f.
l0 7o ( sepuluh persen ) dari penerimaan Kabupaten dari Bagian

Perolehan Pajak Daerah dan Retribursi Daerah setelah dikLrrangi hagian

retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupatcn Kccliri

berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksLrd pada ayat (2) hurLrf b, c. e.

dan f.
Jumlah penduduk Desa yang bersangkutan.

Jumlah penduduk dari 343 Desa di Kabupaten Kediri.

JLrmlah kontribusi masing-masing Desa dalam memasukkan P.rlak Dlcrirlr

dan Retribursi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dirnal<sLrcl patlu

ayat (2) huruf b, c, e, dan f.
JLrmlah total kontribusi Desa kepada pemasukan Pajak Daerah dan RetribLrsi

Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksLrd pada

ayat (2) huruf b, c, e, dan f.

Pr

P

Qr

a

+
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlakLr pada tanggal diLrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengr.rndangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 29 - l0 - 2008

BUPATI KEDIRI.

TTD.

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 - l0 - 2008

PII. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDI

TTD.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Disalin Sesr-rai dengan Aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA

POYO

TAHUN 2OO8 NOMOR 23

DI- \.
Nl. I

',\-/.(1€' n rfj

SEKREfARTAT
DAERATI


